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 P U T U S A N

Nomor 1293/Pdt.G/2023/PA.Tgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara  perdata Agama pada tingkat pertama

dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, NIK 640202663039xxxxx, umur 32 Tahun, lahir di Loa Kulu,

23  Maret  1991,  beragama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  Mengurus Rumah Tangga,  beralamat di  jalan ,

Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT,  NIK  64020228038xxxxx,  umur  40  tahun,  lahir  di  Sugi,  28

Maret 1983, beragama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Buruh, beralamat  di jalan, Kabupaten Kutai Kartanegara,

sebagai Tergugat;  

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2023

yang terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada hari  itu

juga dengan register perkara nomor 1293/Pdt.G/2023/PA.Tgr, mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang  sah,

menikah pada tanggal 14 Maret 2010, terdaftar pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  dengan  Kutipan  Akta  Nikah

Nomor: xxx/xx/xxx/xxxx tanggal 15 Maret 2010;
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina

rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri selama 13

tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

3 anak bernama;

3.1 Anak I  Penguggat  dan Tergugat,  lahir  di  Loa Kulu,  tanggal  20

November 2010, NIK : 64020260111xxxxx, Pendidikan SLTP; 

3.2 Anak II  Penguggat  dan Tergugat,  lahir  di  Loa Kulu,  tanggal  06

April 2015, NIK : 64020246041xxxxx, Pendidikan SD;

3.3 Anak III Penguggat dan Tergugat, lahir di Tenggarong Seberang,

tanggal  05  Juli  2021,  NIK  :  64020245072xxxxx,  Pendidikan  belum

sekolah;

Dan anak-anak tersebut sekarang dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  semula

berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011, antara Penggugat

dengan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

mengakibatkan  hubungan  Penggugat  dengan  Tergugat  pada  akhirnya

menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengakarang terjadi dikarenakan :

5.1. Bahwa Tergugat tidak jujur masalah keuangan, pernah Penggugat

mendapati pesan singkat Tergugat mendapatkan gaji Rp 2.000.000,-

(dua  juta  rupiah),  sedangkan  Tergugat  hanya  memberikan  kepada

Penggugat Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

5.2. Bahwa Tergugat sering marah untuk hal-hal kecil,  seperti  ketika

Penggugat  meminta  tolong  kepada  Tergugat  untuk  menjaga  anak

sebentar  dikarenakan  Penggugat  capek,  namun  Tergugat  malah

menolak  dan  marah  kepada  Penggugat,  setiap  kali  bertengkar

Tergugat berkata kasar dan mengusir Penggugat;

5.3. Bahwa  Tergugat  sering  membandingkan  Penggugat  dengan

tetangga disamping rumah Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  akhirnya

sejak bulan Januari  tahun 2023,  hingga sekarang selama lebih kurang 9
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bulan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal karena

Penggugat  telah  pergi  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama,  yang

mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di

rumah orangtua Penggugat di, Kabupaten Kutai Kartanegara dan tergugat

bertempat tinggal di rumah sewaan di, Kabupaten Kutai Kartanegara;

7. Bahwa  sejak  berpisahnya  Penggugat  dan  Tergugat  selama  9  Bulan,

maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya

karena  sejak  saat  itu  Tergugat  tidak  lagi  melaksanakan  kewajibannya

sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah

tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi kartena

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan

dan  sulit  diatasi  dan  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  lagi,  maka

Penggugat berkseimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama

dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri

dan  rasa  kasih  sayang  Penggugat  terhadap  mereka,  maka  Penggugat

mohon agar  anak-anak tersebut  ditetapkan berada dibawah pengasuhan

dan  pemeliharaan  Penggugat,  dikarenakan  Tergugat  sering  membawa

teman-teman  Tergugat  kerumah  sedangkan  anak-anak  Penggugat  dan

Tergugat perempuan semuanya:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi  sebagai

berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  () terhadap Penggugat ();

3. Menetapkan Penggugat  sebagai  pemegang hak asuh atas anak-anak

yang bernama:

3.1. Anak I  Penguggat  dan Tergugat,  lahir  di  Loa Kulu,  tanggal  20

November 2010;
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3.2. Anak II  Penguggat  dan Tergugat,  lahir  di  Loa Kulu,  tanggal  06

April 2015;

3.3. Anak III Penguggat dan Tergugat, lahir di Tenggarong Seberang,

tanggal 05 Juli 2021;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi

ke 3 Anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang di

damping  kuasa  hukumnya  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat

tidak  pernah datang menghadap dan tidak  pula  menyuruh orang lain  untuk

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas

panggilan  nomor  1293/Pdt.G/2023/PA.Tgr,  Tergugat  telah  dipanggil  secara

resmi  dan  patut,  sedang  tidak  ternyata  bahwa  ketidakhadirannya  tersebut

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa

hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir

di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat

didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Nomor xxx/xx/xxx/xxxx tanggal 15 Maret 2010, bukti

surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dicap  pos  dan  telah
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dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis

diberi tanda P1;

2. Fotokopi  Akta  Kelahiran  atas  nama  Anak  I

Penguggat dan Tergugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor xx.xxx/xxx/xx/xx/xxxx/xxx tanggal 17

Januari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi  Akta  Kelahiran  atas  nama  Muhammad

Anak  II  Penguggat  dan  Tergugat  dari  Dinas  Kependudukan  dan

Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Nomor

xx.xxx/xxx/xx/xx/xxxx/xxx tanggal 22 Mei 2015, bukti surat tersebut telah

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi  Akta  Kelahiran  atas  nama  Anak  III

Penguggat dan Tergugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor xx.xxx/xxx/xx/xx/xxxx/xxx tanggal 24

Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P4;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  sebagai  kakek  Penggugat  dan  kenal  dengan

Tergugat sebagai suami Penggugat; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir

membina  rumah  tangga  di  rumah  bersama  sebagaimana  alamat

Tergugat diatas;

- Bahwa  selama  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak I Penguggat dan Tergugat,

Anak II Penguggat dan Tergugat, Anak III Penguggat dan Tergugat;
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- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis,  namun  sejak  tahun  2011  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  yang

disebabkan  karena  Tergugat  tidak  jujur  masalah  keuangan,  Tergugat

sering marah untuk hal-hal kecil;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  langsung  perselisihan  antara

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak  bulan  Januari  tahun  2023  antara  Penggugat  dan

Tergugat  telah  pisah  rumah  dimana  Penggugat  pergi  meninggalkan

rumah kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung

jawab;

- Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat selama ini

dibawah pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat dan terawat

dengan baik;

- Bahwa  Penggugat  selama  ini  tidak  pernah  melakukan

pelanggaran syariat Islam, norma, dan tidak pernah melakukan tindakan

criminal;

- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih memeluk agama Islam

dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan ketentuan;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  sudah  tidak  mampu  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat;

Saksi  2,  ,  umur  20  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Mahasiswi,  bertempat  tinggal  di  jalan,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  di

bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan kenal dengan

Tergugat sebagai suami Penggugat; 
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- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir

membina  rumah  tangga  di  rumah  bersama  sebagaimana  alamat

Tergugat diatas;

- Bahwa  selama  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak I Penguggat dan Tergugat,

Anak II Penguggat dan Tergugat, Anak III Penguggat dan Tergugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis,  namun  sejak  tahun  2011  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  yang

disebabkan  karena  Tergugat  tidak  jujur  masalah  keuangan,  Tergugat

sering marah untuk hal-hal  kecil  dan Tergugat sering membandingkan

Penggugat dengan tetangga disamping rumah Penggugat dan Tergugat;;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  langsung  perselisihan  antara

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak  bulan  Januari  tahun  2023  antara  Penggugat  dan

Tergugat  telah  pisah  rumah  dimana  Penggugat  pergi  meninggalkan

rumah kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung

jawab;

- Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat selama ini

dibawah pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat dan terawat

dengan baik;

- Bahwa  Penggugat  selama  ini  tidak  pernah  melakukan

pelanggaran syariat Islam, norma, dan tidak pernah melakukan tindakan

criminal;

- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih memeluk agama Islam

dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan ketentuan;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  sudah  tidak  mampu  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat;
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Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang  tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa selama persidangan hanya Penggugat  yang selalu

hadir,  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya  tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang  sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

gugatan  Penggugat  mempunyai  alasan  serta  tidak  bertentangan  dengan

hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,  gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

adalah karena Tergugat  tidak jujur masalah keuangan, Tergugat sering marah

untuk  hal-hal  kecil  dan Tergugat  sering  membandingkan Penggugat  dengan

tetangga disamping rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  tersebut  Tergugat  tidak

memberikan  jawaban  karena  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  dapat

ditafsirkan Tergugat mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil
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gugatan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap

diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-alasan  perceraiannya  dengan

mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  bukti  P1  berupa

fotokopi  Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang

sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

isi  bukti  tersebut  menerangkan  bahwa  Penggugat  telah  menikah  dengan

Tergugat  pada  tanggal  14  Maret  2010  relevan  dengan  dalil  yang  hendak

dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta autentik mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 – P4 berupa fotokopi Kutipan

Akta Kelahiran atas nama Anak I Penguggat dan Tergugat, Anak II Penguggat

dan Tergugat, Anak III  Penguggat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  yang

dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang  berwenang  sebagai  akta  autentik,  telah

bermaterai  cukup (dinazegelen) sebagaimana diatur  dalam pasal  2  ayat  (3)

Undang-Undang  Nomor  13  tahun  1985,  tentang  Bea  Meterai  dan  sesuai

dengan  aslinya,  maka  alat  bukti  tersebut  mempunyai  nilai  pembuktian

sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti anak- anak yang bernama

Anak I  Penguggat  dan Tergugat,  Anak II  Penguggat  dan  Tergugat,  Anak III

Penguggat dan Tergugat adalah benar anak-anak dari pasangan suami/istri Ali

Alerman bin A. Rahman dan Merinda Febrianti binti Muhadi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

saksi  I  dan  saksi  II,  keduanya  telah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran sejak Tahun 2011 dan sejak bulan Januari tahun 2023 Penggugat

dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  tersebut  adalah  orang  dewasa  yang

memberikan keterangan secara  terpisah di  bawah sumpah di  muka sidang,

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
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ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana Pasal

172 ayat (1) R.Bg, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, para saksi tersebut

secara formil dapat didengar keterangannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan

keterangan  para  saksi,  Majelis  Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta  hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah  menikah

pada tanggal 14 Maret 2010;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga)

orang  anak  yang  bernama  Anak  I  Penguggat  dan  Tergugat,  Anak  II

Penguggat dan Tergugat, Anak III Penguggat dan Tergugat;

- Bahwa  semula  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan

harmonis  namun sejak  Juli  tahun  2021 antara  Penggugat  dan  Tergugat

telah  mulai  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  yang

disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat sering

marah untuk hal-hal kecil dan Tergugat sering membandingkan Penggugat

dengan tetangga disamping rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan

Januari tahun 2023 dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Yurisprudensi  MARI  Nomor  379

K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum sebagai

berikut: “Suami istri  yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan

untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti

retak dan pecah.” Dengan demikian maka dalil  Penggugat yang menyatakan

bahwa  rumah  tangganya  bersama  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  terus  menerus,  dan  sudah  pisah  tempat  tinggal  sampai

sekarang adalah tanda bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak  mungkin  lagi  untuk  mewujudkan  tujuan  perkawinan  sebagaimana

disebutkan di atas;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sejak tahun 2011 antara Penggugat

dan Tergugat telah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus,

bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari

tahun 2023 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah

tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat  telah  berketetapan hati  untuk

bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak

dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

tangga  yang  bahagia  dan  kekal,  sesuai  maksud  Pasal  1  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan  terwujudnya  keluarga  yang

sakinah,  mawaddah dan rahmah,  sesuai  maksud Pasal  3  Kompilasi  Hukum

Islam,  bahkan  dalam rumah tangga  seperti  itu,  suami  dan  istri  sudah  tidak

dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk

itulah rumah tangga diadakan;

 Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk

memberikan  kemaslahatan  bagi  suami  maupun  istri,  tetapi  dengan  melihat

kondisi  rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat  sebagaimana tersebut  di

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

tidak  lagi  mendatangkan  kemaslahatan,  tapi  justru  hanya  akan  memberikan

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian

dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim perlu  mengemukakan pendapat  ahli

hukum  Islam  yang  diambil  sebagai  pendapat  Majelis  Hakim  yang  terdapat

dalam Kitab:

1. Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-

Zuhailly, yang berbunyi :

التفقريق للشقاق اوللضررمنعا للنزع حتى ل تصبح للحيا

اة للزوجية جحيما وبل ء ولقوله عليه الصلاة والسلام ل

اضرر ولاضرار
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Artinya : “Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang

terus  menerus  ataupun  disebabkan  kemadharatan  untuk

mencegah pertikaian agar  jangan sampai  kehidupan suami-istri

menjadi  neraka  dan  bencana,  hal  ini  berdasarkan  sabda

Rasulullah  saw.:  Tidak  ada  kemadharatan  dan  tidak  boleh

melakukan kemadharatan;

2. Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظاام الطلق حين تضطرب الحيااة

الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ول صلح وحيث تصبح

الربطة الزوج صوراة من غير روح لان الاستمرار معناه

اان يحكم على احد الزوجين باااسجن المؤبد وهذا تا باه

 العدالة
Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah

dianggap  goncang serta  dianggap sudah tidak  bermanfaat  lagi

nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa

ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum

salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini

adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  tanpa  mempersoalkan  siapa  yang  benar  dan  siapa  yang  salah,  maka

alasan-alasan  perceraian  dalam  perkara  ini  dianggap  telah  memenuhi

ketentuan Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jis

Pasal  116  huruf  (f) Kompilasi  Hukum  Islam,  atau  setidak-tidaknya  gugatan

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Tenggarong adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam
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masa  iddah  tidak  boleh  rujuk  dengan  bekas  suaminya  (Tergugat),  tetapi

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak (Hadhanah)
Menimbang, bahwa  bahwa menjawab petitum mengenai  hak asuh anak

terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penguggat

dan Tergugat, lahir di Loa Kulu, tanggal 20 November 2010, Anak II Penguggat

dan Tergugat, lahir di Loa Kulu, tanggal 06 April 2015 dan Anak III Penguggat

dan  Tergugat,  lahir  di  Tenggarong  Seberang,  tanggal  05  Juli  2021,  Majelis

Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan/pendapat anak

yang bernama  Anak I Penguggat dan Tergugat, lahir di Loa Kulu, tanggal 20

November 2010, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia sekarang dalam keadaan sehat;

- Bahwa ia sekarang bersekolah kelas VII (SLTP Kelas I)

- Bahwa sekarang ayah dan ibunya telah berpisah tempat tinggal sejak

sekitar bulan Januari 2023;

- Bahwa ia mengetahui dihadirkan ke ruang sidang, karena kedua orang

tuanya mau berpisah/bercerai;

- Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat atau ibu dan ayah kandungnya

berpisah,  ia  memilih  tinggal  hidup  bersama  Penggugat  selaku  ibu

kandungnya;

- Bahwa walaupun ayah dan ibunya berpisah, ia menyatakan akan tetap

menyayangi, menghormati dan akan mengunjungi ayahnya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I

Penguggat dan Tergugat telah  mumayyiz  (12 tahun), maka sesuai  Pasal 105

huruf (b) Kompilasi  Hukum Islam, pengasuhan anak bukan lagi  sepenuhnya

hak  kedua  orang  tuanya,  melainkan  diserahkan  kepada  pilihan  dari  anak

tersebut, apakah mau mengikti ayahnya atau ibunya;

Menimbang, bahwa  bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 105 huruf

(b),  Kompilasi  Hukum  Islam,  Majelis  Hakim  telah  mendengar

keterangan/pendapat anak yang bernama Anak I Penguggat dan Tergugat, lahir

di Loa Kulu, tanggal 20 November 2010, sebagaimana tersebut di atas;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  41  huruf  (a)

Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  menyebutkan

bahwa apabila terjadi  perceraian di  antara suami isteri,  baik ibu atau bapak

tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata-mata

berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara

suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusnya hubungan antara

orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah

pihak  telah  putus  ikatan  sebagai  suami-isteri  namun  terhadap  anak-anak

mereka  baik  ibu  maupun  bapak  tetap  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang

sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-

anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis

pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,

untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak

ibunya,  atau  diserahkan  kepada  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  apakah

diasuh  secara  bergantian  atau  diasuh  oleh  salah  satu  pihak,  yang  penting

kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada

anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli

oleh salah satu pihak;

Menimbang,  bahwa  secara  normatif  penyelesaian  tentang  sengketa

pengasuhan anak telah diatur  dalam Pasal  105  huruf  (a)  dan (b)  Kompilasi

Hukum Islam, disebutkan  “Dalam hal terjadinya perceraian : (a). Pemeliharaan

anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya

dan (b)  pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz  diserahkan kepada anak

untuk  memilih  di  antara  ayah  atau  ibunya  sebagai  pemegang  hak

pemeliharaannya,  dan  juga  di  dalam  Pasal  105  dan  Pasal  156  huruf  (a)

disebutkan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari

ibunya;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas,  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa demi melihat kemaslahatan anak, yang saat ini anak-anak

yang bernama Anak II Penguggat dan Tergugat, lahir di Loa Kulu, tanggal 06

April 2015 dan Anak III Penguggat dan Tergugat, lahir di Tenggarong Seberang,

tanggal 05 Juli  2021, masih memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya,

karena  menurut  fitrah  bahwa  secara  psikologis/kejiwaan,  sudah  menjadi
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peristiwa notoir feiten yang di ketahui semua orang bahwa mayoritas anak-anak

pada  umumnya  lebih  dekat  kepada  ibunya,  hal  ini  bisa  dimaklumi  karena

seorang ibu pada umumnya juga lebih banyak waktu dengan anak, lebih telaten

dan  lebih  perhatian  kepada  si  anak  daripada  ayahnya,  sebagaimana  diatur

Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta anak

yang bernama  Anak I Penguggat dan Tergugat, lahir di Loa Kulu, tanggal 20

November  2010,  telah  mumayiz  dan  anak  telah  menyampaikan

keterangan/pendapatnya  dimuka  persidangan  pada  pokoknya  memilih  ikut

dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka gugatan Penggugat tentang

hak asuh anak sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan 3 (tiga)

anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama Anak I Penguggat dan

Tergugat, lahir di Loa Kulu, tanggal 20 November 2010, Anak II Penguggat dan

Tergugat, lahir di Loa Kulu, tanggal 06 April 2015 dan Anak III Penguggat dan

Tergugat,  lahir  di  Tenggarong  Seberang,  tanggal  05  Juli  2021,  ditetapkan

dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang,  bahwa  meskipun  hak  pengasuhan  anak  (hadhanah)

ditetapkan kepada Penggugat, tidak boleh mengurangi hak anak untuk tetap

bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan

Tergugat  sebagai  ayah  kandungnya,  dalam  hal  menjenguk,  mendidik  serta

mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib

memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak

itu kawin atau dapat berdiri  sendiri,  kewajiban mana berlaku terus meskipun

perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  ketiga  anak  tersebut  telah  ditetapkan

dalam  asuhan  (hadhanah)  Penggugat,  maka  Penggugat  berkewajiban

memberikan  akses  kepada  Tergugat  untuk  dapat  bertemu  dengan  anak-

anaknya dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, dapat

dijadikan  alasan  bagi  Tergugat  untuk  mengajukan  gugatan  pencabutan  hak

hadhanah,  hal  ini  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;
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Menimbang, bahwa dalam hal ini  Majelis Hakim perlu mengetangahkan

norma hukum Islam yang diambil  alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang

terkandung dalam;

1. Kifayatul Akhyar, juz II, halaman 94, yang berbunyi :

وشراائط الحضانة اسبع العقل والحرية والدين والعفللة والمانللة والقامللة فللى بلللد

والخلو من زوج فإان احتل شرط منها أي السبعة فى الام اسقطت حضنتها المميز

Artinya  :  “Syarat-syarat  hadlanah  itu  ada  tujuh,  berakal,  merdeka,

beragama  Islam,  menjaga  kehormatan,  amanah  (dapat

dipercaya),  tinggal  di  tempat  yang dipilih  dan  belum menikah

dengan  laki-laki  lain.  Jika  tidak  terpenuhi  salah  satu  diantara

syarat-syarat  tersebut  gugurlah  hak  si  ibu  untuk  memelihara

anaknya”;

2. Kifayatul Akhyar, juz II, halaman 93, yang berbunyi :

أان راسول الله ص ام أتته إمرأاة وقالت ياراسول الللله إان إبنللي هللذا كللاان بطنللي لللله

ولثديي له اسقاء وحجللري للله حللواء وأان أبللاه طلقنللي وأراد أان ينلللزعه منللي . وعاء

فقال للها راسول الله ص ام أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya  :  “Bahwasanya  Rasulullah  telah  didatangi  seorang  wanita,  ia

berceritera “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut

sayalah  yang  mengandungnya,  air  susu  sayalah  yang

diminumnya  serta  pangkuan  sayalah  tempat  penjagaannya,

sedang  ayahnya  telah  menceraikan  saya  dan  ia  bermaksud

memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah saw.

padanya  “Engkau  lebih  berhak  terhadap  anakmu  selama

engkau belum kawin”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
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M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  () terhadap Penggugat ();

4. Menetapkan  hadhanah  atau  pemeliharaan  anak-anak  Penggugat  dan

Tergugat  bernama  Anak I  Penguggat  dan Tergugat,  umur  12 (dua belas)

tahun, lahir di Loa Kulu, tanggal 20 November 2010, Anak II Penguggat dan

Tergugat, umur 8 (delapan) tahun, lahir di Loa Kulu, tanggal 06 April 2015

dan  Anak  III  Penguggat  dan  Tergugat,  umur  2  (dua)  tahun,  lahir  di

Tenggarong Seberang, tanggal 05 Juli 2021, diserahkan kepada Penggugat

selaku  ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan

akses  kepada  Tergugat  untuk  berkunjung,  menjenguk  dan  membantu

mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap

anaknya tersebut;

5. Membebankan  kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya

perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah); 

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Tenggarong  pada  hari  Selasa  tanggal  14  November  2023  Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  30  Rabi’ul  Awal  1445  Hijriyah  oleh  H.  Samad

Harianto,  S.Ag.,  M.H.,  sebagai  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,

putusan  tersebut  diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam sidang  terbuka  untuk

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

oleh  Iwan  Ariyanto,  S.H.,  sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

        Hakim Anggota  Ketua Majelis

             Surya Hidayat, S.H.I.                    H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

   

      Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

.
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Panitera Pengganti

Iwan Ariyanto, S.H.
Perincian biaya:
-  Pendaftaran : Rp         30.000,00
-  ATK Perkara : Rp         75.000,00
-  Panggilan : Rp       375.000,00
-  PNBP Panggilan : Rp         20.000,00
-  Redaksi : Rp         10.000,00
-  Meterai                           : Rp             10.000,00
J u m l a h            : Rp       520.000,00 

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)
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